
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

(DPMPTSP) 
Jl. Alun-alun Parigi No.80 Tlp/fax. (0265) 7503930 Parigi 46393 

e-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com 

KEPUTUSAN KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 

KABUPATEN PANGANDARAN 

 

NOMOR : 050/Kpts.    /DPMPTSP/2021 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 

KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2021-2026 

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN 
 

MENIMBANG : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;  

  b. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021-2026 maka perlu untuk merubah 

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 

disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dimaksud; 

  c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

perlu ditetapkan  Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran. 

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan 

Nepotisme; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan 

Nepotisme; 

  3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 

  5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah 

Daerah; 

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005  

tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 






